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PRAKATA 

 

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh 

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmatNYA penulisan skripsi dengan 

judul Analisis Pertanggung Jawaban APBDes dengan Penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Meningkatkan Good Governance di 

Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang ini dapat 

penulis selesaikan sebagaimana waktu yang di jadwalkan.  

Dari hasil survei yang diketahui bahwa pertanggung jawaban APBDes di 

Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam, belum sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah nomor 43 tahun 2014 masih ditemukan adanya ketimpangan antara 

aturan dan praktiknya dalam pengelolaan keuangan desa. Permasalahan lainnya 

di Desa Tangga Rasa belum menerapkan prinsip good governance sehingga 

mengakibatkan Desa Tangga Rasa mengalami permasalahan dari segi 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Oleh karena itu penulis melakukan 

penelitian untuk menganalisis Pertanggung Jawaban APBDes Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang belum sesuai dan prinsip good 

governance yang belum diterapkan. Adapun penulisan laporan penelitiannya 

dibagi menjadi lima Bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab 

metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. 

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan 

dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada 
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ABSTRAK 

Luke Amalthea Ananke Ravijay/ 222015243/ 2019/ Analisis Pertanggung Jawaban APBDes 

dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Meningkatkan Good 

Governance di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang/ 

Akuntansi. 

 

Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggung jawaban 

APBDes dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dalam 

meningkatkan good governance di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten 

Empat Lawang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggung jawaban APBDes dengan 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dalam meningkatkan good 

governance di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang mana untuk mengetahui hubungan 

antara laporan pertanggung jawaban alokasi dana desa dengan penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa yang berisi tentang Keuangan dan Kekayaan 

Desa mengenai Belanja Desa dalam meningkatkan good governance. Data yang digunakan 

adalah primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi kantor desa, sebagai 

masukan informasi mengenai pertanggung jawaban APBDes berdasarkan kesesuain 

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 untuk meningkatkan good governance. Hasil 

menunjukkan bahwa masih ditemukan ketimpangan antara aturan dan praktik dalam 

pengelolaan keuangan desa yang mana aparat desa belum mengikuti peraturan yang berlaku 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014. Permasalahan lainnya Desa Tangga Rasa 

belum menerapkan prinsip good governance, sehingga mengakibatkan Desa Tangga Rasa 

mengalami permasalahan dari segi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. 

 

Kata kunci: good governance, akuntabulitas, transparansi, partisipasi, pertanggung jawaban. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. 

Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. 

Dalam sebuah desa terdapat pemerintah desa yang bertugas dan 

bertanggungjawab menyelenggarakan tugas pemerintahnya seperti dengan 

definisinya dalam Peraturan Bupati Empat Lawang No. 9 tahun 2018 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di 

Kabupaten Empat Lawang tahun Anggaran 2018, pemerintah desa adalah 

kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

1
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 yang artinya 

anggran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

desa dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam 

penyusunan APBDes sangat diperlukan yang namanya akuntabilitas atau 

sering disebut pertanggung jawaban yaitu suatu konsep dalam etika yang 

memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan 

organisasi sektor publik, pertanggung jawaban telah menjadi hal yang 

penting untuk di diskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik (Indra, 

2010: 385). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 

menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Alokasi 

dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa 

yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh diterima kabupaten/ kota.  

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban dari 

Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan 

keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan dan Pengungkapan 

diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi 
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gambaran kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan serta ketaatan 

dalam pelaporan perundang-undangan akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

 Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa diharapkan dapat 

membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa 

harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat dengan 

menerapkan prinsip-prinsip good governance. Good governance adalah suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

Terdapat sembilan karakteristik pelaksanaan good governance namun ada 

tiga paling tidak yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik 

diantaranya penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value for 

money (economy, efficiency, dan effectiveness) (Mardiasmo, 2009: 18). Tidak 

mudah menerapkan prinsip-prinsip good governance yang berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pada pemerintahan tingkat pusat 

maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Ketut, dkk (2015), 

yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan di Tingkat Dadia menunjukkan pertanggung jawaban pengelolaan 
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keuangan di Dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara mengumumkan 

pemasukan dan pengeluaran, serta menempel laporan keuangan sederhana di 

papan pengumuman dadia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jeacklin, dkk (2017), yang berjudu Analisi Pengelolaan Keuangan Alokasi 

Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 menunjukkan 

kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di desa Adow masih ada 

beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggung jawaban 

langsung kepada masyarakat. 

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Selamet (2015), yang 

berjudul Implemntasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa menunjukkan bahwa 

dalam proses implementasi kebijakan APBDes yang diadakan di Desa 

Bandung belum memenuhi prinsip-prinsip good governance. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ridwan, dkk (2018) dengan judul Analisis 

Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang 

menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dengan 63 

indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Delyane, dkk (2017) 

yang berjudul Analisis Penerapan Permendagri No. 113 tahun 2014 dalam 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung Jawaban APBDes menunjukkan 

bahwa Desa Montandoi dalam tahap perencanaan dan implementasi sudah 

sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, tetapi akuntabilitas belum 
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sesuai. Berberda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vega (2017) yang 

berjudul Analisis Perencanaan dan Pertanggung Jawaban APBDes Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Upaya 

Meningkatkan Pembangunan Desa menunjukkan bahwa Permendagri No. 

113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Inobonto belum 

sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan yang ada. 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Tangga Rasa yang merupakan 

salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat 

Lawang Sumatera Selatan. Desa Tangga Rasa memiliki jumlah penduduk 

sebesar 2.467 jiwa dan memiliki luas wilayah 28,96 H. Secara geografis, desa 

Tangga Rasa berbatasan dengan sebelah utara Desa Karang Dapo, Sebelah 

Selatan dengan Desa Tapa Lama, Sebelah Barat berbatasan dengan Marta 

Pura, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Tapa Baru.  

Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat 

Lawang merupakan desa yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa, pada Paragraf 4 mengenai Belanja Desa dalam 

pasal 100 yang berisi belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes 

digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari 

jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% 

(tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 
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penghasilan tetap dan  tunjangan kepala desa dan perangkat desa, 

operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan 

Permusyawaratan Desa, Insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

Berikut tabel laporan Belanja Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap 

Dalam Kabupaten Empat Lawang tahun anggaran 2018. 

Tabel I.1 

Laporan Anggaran Belanja Desa Tangga Rasa  

Tahun Anggaran 2018 

No. 
Uraian Anggaran Belanja Desa 

1. Belanja Desa 1.064.722.000 

2. Dialokasikan sesuai Peraturan Pemerintah : 

1. Belanja pemberdayaan masyarakat (70%) 

2. Belanja aparatur dan operasional (30%) 

 

745.305.400 

319.416.600 

3. Pencatatan anggaran yang tertera : 

1. Belanja pemberdayaan masyarakat (69,67%) 

2. Belanja aparatur dan operasional (30,33%) 

 

741.722.000 

323.000.000 

4. Selisih antara alokasi sesuai Peraturan 

Pemerintah dengan pencatatan yang dibuat oleh 

desa : 

1. Belanja pemberdayaan masyarakat 

2. Belanja aparatur dan operasional 

 

 

 

3.583.400 

( 3.583.400) 

Sumber: Kantor Kepala Desa Tangga rasa, 2019 

 

Berdasarkan Tabel I.1 yang berisi laporan anggaran belanja desa 

Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang pada tahun 

2018, bahwa pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 43 

tahun 2014 tentang Desa, bab 6 tentang Keuangan dan Kekayaan Desa 

Paragraf 4 mengenai Belanja Desa, pada pasal 100 yang berisi Peraturan 

Pemerintah tentang batasan belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit 

70% dan belanja aparatur dan operasional paling banyak 30% sementara, 
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yang tertera di laporan alokasi dana desa pada desa Tangga rasa 

menunjukkan tidak sesuai dengan porsinya. 

Besarnya jumlah anggaran yang diterima, memerlukan perencanaan 

yang baik dan laporan pertanggung jawaban yang benar karena dengan 

adanya Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan sebaiknya Pemerintah 

Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sesuai 

dengan Peraturan yang berlaku. Akan tetapi, pada kenyataannya di Desa 

Tangga Rasa masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dan 

praktiknya dalam pengelolaan keuangan desa.  

Masalah lainnya yang dihadapi oleh desa Tangga Rasa yaitu pada  

perangkat desa yang belum terbuka mengenai setiap informasi yang 

dibutuhkan masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan keuangan 

desa dan tidak disampaikan melalui papan informasi atau media lainnya 

sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta 

hasil-hasil yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi perangkat 

desa belum cukup baik. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan 

desa yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi merupakan 

salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas dasar arus 

informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
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Terdapat masalah lainnya yaitu pada partisipasi dan akuntabilitas 

Desa Tangga Rasa Implementasi partisipasi yang terjadi di Desa Tangga rasa 

belum berjalan secara optimal karena warga masih bersikap kurang 

memahami penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan akuntabilitas yang 

terjadi di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam belum berjalan dengan 

baik karena kurangnya kesadaran aparat desa terhadap peraturan pemerintah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Analisis Pertanggung Jawaban 

APBDes dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 dalam Meningkatkan Good Governance di Desa Tangga Rasa 

Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

Pertanggung Jawaban APBDes Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 dalam Meningkatkan Good Governance di Desa Tangga Rasa 

Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Pertanggung Jawaban APBDes dengan Penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Meningkatkan Good 

Governance di  Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten 

Empat Lawang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan dalam pengelolaan keuangan desa. 

2. Bagi Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat 

Lawang  

Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat 

Desa Tanggarasa mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang 

sesuai Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi 

penulisan di masa yang akan datang. 
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